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WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 2% TAduN) 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTAN GGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas,

transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,
perlu adanya pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No
4335);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
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tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 /PMK.07/2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan dana Tugas
Pembantuan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.07/2009 tentang
Pedoman Pendanaan urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk
Penanggulangan Kemiskinan(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 418);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5};

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga
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Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008
Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu,
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor
12);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Salatiga Nomor 9);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun
2008 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun
2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota
Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar
Belanja (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 49),
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga
Tahun 2010 Nomor 42);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 34),
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Menetapkan

29. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2012 tentang Unit
Layanan Pengadaan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012
Nomor 49);

30. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 37;

31. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016,

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah  Daerah adalah  Walikota sebagai  unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Salatiga.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah.

S. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

6. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah
Walikota yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

7. Koordinator pengelola keuangan daerah adalah Sekretaris
Daerah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu
atau beberapa program.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
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perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD,
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara
umum daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
dan tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat
PPTK, adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
oleh Walikota wuntuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
oleh Walikota untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil
yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk membantu tugas
Bendahara Pengeluaran.

Pembantu Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil
yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk membantu tugas
Bendahara Penerimaan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1
(satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya
disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.
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Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD, adalah rencana
kerja dan anggaran PPKAD selaku BUD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen
pelaksanaan anggaran DPPKAD selaku BUD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yang satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang ada untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilakukan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagaimana dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau
ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Standardisasi Indeks Biaya adalah patokan harga tertinggi dan
sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku untuk menentukan
besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas
dalam 1 (satu) periode tertentu.

Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yang
selanjutnya disingkat DKPBMD, adalah daftar kebutuhan dan
pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan
pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah,
yang selanjutnya disingkat RKPBMD, adalah daftar kebutuhan
dan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar
penyusunan RKA-SKPD sebagai bahan penyusunan rencana
APBD.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
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mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

40. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

41. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

42. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

43.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

44. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah
dan Belanja Daerah.

45. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah.

46. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

47.8Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat
SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

48. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.

49. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat
lainnya yang sah.

50.Utang Daerah adalah jumlah wuang yang wajib dibayar
Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang
dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan, Perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

S1.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

S2.Investasi adalah Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

S53. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP

54. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP,
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

55.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah dokumen yang diajukan
bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja
yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

56. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPP-GU, adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang
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persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya
disebut SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada
pihak ketiga atas perjanjian kontrak kerja atau surat perintah
kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM,
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya
disingkat SPM-UP, adalah Dokumen Yang digunakan/diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
digunakan sebagai uang persediaan untuk mendanaj kegiatan.
Surat Perintah Membayar Ganti Uang persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPM-GU, adalah dokumen digunakan/
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD,
yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan
yang telah dipergunakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang
selanjutnya  disingkat SPM-TU, adalah dokumen yang
digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi
dari jumlah batas pagu uang persediaan.

Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut
SPM-LS, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat
SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan
dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran,
penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan
tuntutan ganti rugi.

Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah adalah Walikota yang
karena jabatannya mempunyai wewenang menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan barang milik daerah.
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68. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah yang
karena jabatannya berwenang dan bertanggung jawab
menetapkan  kebijakan dan pedoman serta melakukan
pengelolaan barang milik daerah.

69. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang
bertanggung  jawab mengoordinasikan penyelenggaraan
pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

70.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

71.Kuasa Pengguna Barang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

72.Penyimpan Barang adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang
persediaan disetiap SKPD.

73. Pengurus Barang adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan
diserahi tugas untuk mengelola barang dalam proses pemakaian.

74. Pembantu Pengurus Barang adalah Pegawai Negeri Sipil yang
ditunjuk dan diserahi tugas untuk membantu tugas-tugas
pengurus barang.

75. Pencatat Barang adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan
diserahi tugas untuk membantu tugas-tugas Pembantu
Pengurus Barang.

76. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang
disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau
kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan
dan/atau disebabkan keadaan di luar dugaan dan di luar
kemampuan manusia (force majeur).

77. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah
suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam
pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan
kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti
kerugian.

78.Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah
suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukan
bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut
pengagntian kerugian disebabkan oelh perbuatan melanggar
hukum dan/melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung
ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.

79. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang dalam
proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan
karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris,
melarikan diri tidak diketahui alamatnya

80. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban
seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang
menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar
pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih
darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam
hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga menjadi bebas
seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.

81. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan dari administrasi
pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar)
seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang
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bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih
kembali.

Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang
harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti
menimbulkan kerugian daerah.

Surat Keterangan tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya
disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban
pegawai untuk mengambalikan kerugian daerah, disertai
Jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita
acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
BLUD, adalah SKPD/Unit kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada
daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggunjawabkan pelaksanaannya
kepada yang menugaskan.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang
dialokasikan untuk instansi vertical pusat di daerah.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN
yang dilaksanakan oleh daerah dan kelurahan yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Tugas Pembantuan.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang-Wilayah
Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Tugas
Pembantuan, adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah
daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan
keuangan/barang dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi
Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.

Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan
diluar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.

Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang bersumber
dari APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai
program/kegiatan  bersama Pusat dan daerah untuk
penanggulangan kemiskinan.

Dana Urusan Bersama, yang selanjutnya disebut DUB, adalah
dana yang bersumber dari APBN.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan
APBD baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun
penyedia barang/jasa.
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95. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK,
adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau
pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa.

96. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP,
adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen,
dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

97. Pejabat Pengadaan adalah personel yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa
dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

98. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat
PPHP, adalah panitia yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Angaran yang bertugas memeriksa
dan menerima hasil pekerjaan.

99. Panitia Pengadaan adalah kelompok kerja yang melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa.

100. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah adalah Pejabat
Inspektorat Daerah yang bertugas melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

101. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha/orang perseorangan
yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

102. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme
(KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

103.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh Pengguna Barang.

104. Pekerjaan  Konstruksi adalah seluruh pekerjaan  yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau
pembuatan wujud fisik lainnya.

105.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan
yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

106.Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan
tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/segala  pekerjaan
dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan
pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

107.Industri  Kreatif adalah industri yang  berasal dari
pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan, dan
bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta
lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya
kreasi dan daya cipta.

108. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti
pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan
profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

109. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi
sendiri oleh SKPD sebagai penanggung  jawab anggaran,
instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

110. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
Panitia/Kelompok Kerja/Pejabat pengadaan yang memuat
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informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak
dalam proses pengadaan barang/Jasa.

111.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah perjanjian  tertulis antara PPK dengan
Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

112. Pelelangan  Umum adalah metode pemilihan  Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi Syarat

113.Pelelangan  Terbatas adalah metode pemilihan  Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang
mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan
yang kompleks.

114. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling
tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

115. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

116.Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa
Konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua
Penyedia Jasa Konsultasi yang memenuhi syarat.

117. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa
Konsultasi untuk Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.
200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

118. Sayembara adalah metode pemilihan Penyediaan Jasa yang
memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi
tertentu  yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan.

119.Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang
memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai
harga pasar dan yang harga/ biayanya tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan.

120. Penunjukkan Langsung adalah metode Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia

Barang/Jasa.
121. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung
kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui

Pelelangan /Seleksi/Penunjukkan Langsung.

122.Usaha  Mikro adalah usaha produktif milik orang
perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi Kkriteria
Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

123. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri
dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai
usaha mikro, kecil dan menengah.

124. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah
dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan
oleh Bank Umum/ perusahaan penjamin/ perusahaan asuransi
yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPKom/ ULP
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untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/ kewajiban penyedia
barang/jasa.

Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan
teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau
menggunakan peralatan dengan desain khusus dan/atau
bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah).
Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

.Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut

LPSE, adalah unit kerja. SKPD yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa
secara elektronik.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/ Jasa
yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua
Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan
secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali
penawaran dalam waktu yang telah ditentukan

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi
elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan
harga barang tertentu dari berbagai Penyedia BarangJasa
Pemerintah.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui
sistem katalog elektronik.

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem
informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan
Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.,

Surat Kabar Nasional adalah surat kabar yang beroplah besar
dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum
dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri
Komunikasi dan Informatika.

Surat Kabar Provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar
dan memiliki peredaran luas di daerah provinsi, yang tercantum
dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur.
Website Pengadaan Nasional adalah website  yang
dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas untuk mengumumkan rencana
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota dan kegiatan
pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Sertifikat Penyedia Barang/jasa adalah tanda bukti registrasi,
klasifikasi dan  kualifikasi  di bidang  pemborongan
(kontruksi/jasa konsultansi) sesuai dengan bidang dan
kemampuannya yang diterbitkan oleh lembaga atau asosiasi
perusahaan/profesi resmi yang telah diakreditasi.

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa
dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing
pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang
jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam
perjanjian tertulis.

Pengawas Lapangan adalah Personil yang diangkat oleh
Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna  Anggaran untuk
membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengawasan
Teknis Kegiatan dilapangan.

Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Salatiga, yang
selanjutnya disingkat JKKMS, adalah Jaminan Kesehatan untuk
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masyarakat miskin Salatiga yang dibiayai oleh APBD melalui Pos
Bantuan Sosial.

Gender Budget Statement, yang selanjutnya disingkat GBS,
adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan
telah responsive gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau
suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk
menangani permasalahan kesenjangan gender

Alur Kerja Analisis Gender yang selanjutnya disingkat AKAG
Gender Analysis Pathway (GAP) adalah alat analisis gender yang
dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam
melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan
kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan.
Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG,
adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan
dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender.

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, yang selanjutnya
disingkat PPRG, adalah instrumen untuk mengatasi adanya
perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan  manfaat
pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan
untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan.

Kerangka Acuan Kerja adalah landasan atau rujukan kerja yang
digunakan sebagai dasar tatakelola dan tatalaksana suatu
pekerjaan/ kegiatan.

Pengendalian Umum adalah pengendalian yang meliputi semua
kegiatan secara umum yang berlangsung di Daerah sebagai
implementasi pelaksanaan anggaran daerah.

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kegiatan SKPD adalah
pengendalian pembangunan pada SKPD dalam rangka
meningkatkan  kelancaran dan  ketertiban administrasi
pelaksanaan kegiatan di Kota Salatiga yang bersumber dari dana
APBN, APBD Provinsi, maupun APBD, yang dilaksanakan mulai
perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Tahun
Anggaran 2016 merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan daerah.

(1)

Pasal 3
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Tahun
Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BABII PELAKSANAAN APBD
BAB III PERUBAHAN APBD
BAB IV PENGELOLAAN KAS
BABV PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BAB VI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
BAB VII AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
BAB IX TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA
BABX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
APBD
BAB XI KERUGIAN DAERAH



(2)

(3)

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

BAB XIII PENUTUP

Dokumen Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
Tahun Anggaran 2016 dengan sistematika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Format dokumen penatausahaan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal ¥ oelobar 20\s

LATIGA, /

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal Cs
SEKRETARIS DAE&

ockderr 20\

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2o\ NOMOR 2.%



LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah
yang memenubhi azas tertib, transparansi, akurat dan akuntabilitas, perlu disusun
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud:

Untuk mewujudkan kesatuan pemahaman atas pelaksanaan ketentuan-
ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat

dilaksanakan dengan baik.
Tujuan:

1. Sebagai Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

2. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Barang Daerah Kota

Salatiga.
Sebagai Pedoman Pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah.

g

4. Sebagai alat pengendalian dan pengawasan/pemeriksaan Penatausahaan

Pelaksanaan APBD.

5. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan

akuntabilitas pelaksanaan APBD.

6. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja satuan Kerja dalam pelaksanaan

Anggaran /Kegiatan.

7. Sebagai pedoman Pelaksanaan APBD untuk mewujudkan keterpaduan,
keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat

manfaat dan disiplin anggaran.

C. PEDOMAN UMUM
1. Waktu dan Siklus Anggaran

a. Tahun Anggaran 2016 berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2016

b. Siklus Anggaran Daerah meliputi perencanaan, penyusunan,
penetapan/perubahan APBD, Pelaksanaan Keuangan Daerah,
Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pertanggung jawaban pelaksanaan

APBD.
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c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan APBD serta

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

2. Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

a.

b.

Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam APBD.

Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah harus dilaksanakan melalui

rekening Kas Umum Daerah yang ditempatkan pada Bank yang ditunjuk

oleh Walikota.

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Penerimaan Satuan Kerja dilarang dipergunakan langsung untuk membiayai

operasional Satuan Kerja, kecuali diatur dengan Peraturan Perundang-

undangan lainnya yang berlaku.

Jumlah pengeluaran/belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan

batas maksimal untuk setiap rincian obyek belanja yang bersangkutan.

Pejabat Daerah dan Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang

mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak

tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.

Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas

beban belanja daerah untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SPD

dengan Peraturan Walikota atau peraturan lain yang disamakan dengan

SPD.

Belanja tak terduga pengeluarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan perubahan APBD.

Kriteria keadaan darurat ditetapkan sebagai berikut :

1) Kegiatan- kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya,
diluar kendali dan pengaruh Pemerintah daerah.

2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi secara
berulang.

3) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat sehingga tidak dapat
ditunda.

3. Prinsip Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai
berikut:

1) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis
yang disyaratkan
Perangkat Daerah wajib mengadakan pengawasan terhadap
penggunaan alat telekomunikasi, penggunaan air, pemakaian gas,
pemakaian listrik dan pemakaian alat elektronik lainnya untuk
menekan biaya.

2) Efektif, terarah, terkendali, transparan dan akuntabel sesuai dengan
program/kegiatan serta Tugas Pokok dan Fungsi setiap Perangkat
Daerah.

3) Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri termasuk rancang
bangun dan perekayasaan nasional dengan memperhatikan
kemampuan /potensi daerah.

a. Bendahara yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit, atau karena

sesuatu hal berhalangan hadir, maka:

M
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1) Bila melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
Bendahara tersebut wajib memberikan Surat Kuasa kepada yang
ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas Bendahara
atas tanggung jawab Bendahara yang bersangkutan dengan diketahui
Pengguna Anggaran.

2) Bila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan
harus ditunjuk pejabat Bendahara oleh Pengguna Anggaran dan
diadakan Berita Acara serah terima pengelolaan kas dikirim kepada
Walikota up. Kepala DPPKAD dengan tembusan Inspektur Kota
Salatiga selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah serah terima
dilakukan.

3) Bila Bendahara sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dianggap telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara.
Selanjutnya setelah diadakan pemeriksaan kas dan dibuatkan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan Kas, Pengguna Anggaran mengusulkan
penggantinya kepada Walikota u.p Kepala DPPKAD dengan tembusan
Inspektur Kota Salatiga selambat-lambatnya 5 (ima) hari Kkerja.
Ketentuan ini berlaku juga bagi Bendahara yang meninggal dunia atau
dimutasikan.

4) Bendahara yang baru harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 10
(sepuluh ) hari kerja setelah usulan diterima.

D. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. Walikota selaku Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan, Pengelolaan Barang dan mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan

1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang
daerah.

2) Menetapkan kuasa pengguna anggaran /pengguna barang serta bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran.

3) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
daerah.

4) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan
piutang daerah.

S5) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik
daerah.

6) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran.

C. Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang
daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan dan barang
daerah.

2) Kepala DPPKAD selaku PPKD, BUD, SKPKD.

3) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

d. Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas ditetapkan dengan
Keputusan Walikota berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara
yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan dan barang

daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Walikota
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menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
mempunyai tugas koordinasi di bidang :

1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan barang
daerah.

2) Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

3) Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

4) Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas
Keuangan Daerah.

5) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Selain tugas koordinasi, Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

1) Memimpin TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang daerah.

3) Memberikan persetujuan pengesahan DPA Perangkat Daerah dan DPPA
Perangkat Daerah.

4) Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

d. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ nomor 2) dan 3)
diatas kepada Walikota.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:

a. PPKD dan atau pelaksana fungsi BUD dilaksanakan oleh Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga.

b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
PPKD mempunyai tugas :

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pendapatan daerah

2) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

3) Melaksanakan fungsi BUD.

4) Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

S) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

6) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah.

7) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

8) Menyajikan informasi keuangan daerah.

9) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Walikota.

10)Mengesahkan DPA/DPPA Perangkat Daerah /DPA SKPKD

11)Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

C. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah;

d. Kepala DPPKAD selaku BUD mempunyai tugas dan wewenang :

1. Menyusun, melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah;

2. Melaksanakan pemungutan pajak dan bertugas menyimpan seluruh bukti
asli kepemilikan kekayaan daerah yang berupa barang daerah;

3. Dapat menunjuk Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan pada
DPPKAD Kota Salatiga selaku Kuasa BUD.

4. Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang:
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Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang

mempunyai tugas :

Menyusun RKA Perangkat Daerah.

Menyusun DPA/DPPA Perangkat Daerah.

Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) Perangkat Daerah.

e. Menyusun Rencana Tahunan Barang Milik Daerah (RTBMD) dan Rencana
Tahunan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RTPBMD).

f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja.

g Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

h. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

i
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Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

k. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

1. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
yang dipimpinnya.

m. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab
Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

n. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang
dipimpinnya.

0. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

p. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

q. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

r. Pengguna Anggaran yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit, atau karena
sesuatu hal berhalangan hadir, apabila melebihi 7 (tujuh) hari Perangkat
Daerah mengusulkan Penjabat Pengguna Anggaran kepada Walikota.

s. Sebelum Bendahara yang baru ditetapkan oleh Walikota, semua tugas-tugas
penatausahaan keuangan dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau yang
ditunjuk.

t. Perangkat Daerah boleh menghapus aset yang menjadi kewenangannya dengan
persetujuan dari pengelola barang (Sekretaris Daerah);

u. Masing-masing Perangkat Daerah membentuk Tim Penghapusan, hasilnya
dilaporkan kepada pengelola barang.

v. Dalam hal tidak ada personil pada Perangkat Daerah yang memenuhi syarat
untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pengguna Anggaran sekaligus
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Kecuali apabila pekerjaan
tersebut merupakan pekerjaan lanjutan.

w. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas
dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada
Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

X. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut meliputi :

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

Mengawasi anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU.

Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan.

= -
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g Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.
S. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang:

a. Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

b. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada huruf w
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran Perangkat Daerah,
besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang
kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.

c. Dalam pengadaan barang/ jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus bertindak
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK Perangkat Daerah):

a. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA/DPPA Perangkat
Daerah/ DPA SKPKD, Kepala Perangkat Daerah menetapkan pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah sebagai PPK
Perangkat Daerah.

b. PPK Perangkat Daerah bertugas :

1) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan
oleh bendahara pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh PPK.

2) Meneliti kelengkapan SPP uang persediaan (SPP-UP), SPP ganti uang (SPP-
GU), SPP Tambahan Uang (SPP-TU), dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

3) Melakukan verifikasi SPP.

4) Menyiapkan SPM.

S) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

6) Melakukan akuntansi Perangkat Daerah.

7) Menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah tidak boleh merangkap
sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah,
bendahara dan/atau PPTK.

d. Pejabat yang ditunjuk sebagai PPK Perangkat Daerah adalah sekretaris
Perangkat Daerah / Kasubbag Tata Usaha/ pejabat yang menangani keuangan.

€. Apabila sekretaris Perangkat Daerah/ Kasubbag Tata Usaha/ pejabat yang
menangani keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat
melaksanakan tugas maka Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk pejabat
lain.

7. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran :

a. Walikota atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran untuk melaksanakan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pada Perangkat Daerah.

b. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung
maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan /pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro atau menyimpan
uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

c. Walikota dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara
pengeluaran pembantu atas usul Pengguna Anggaran melalui Kepala DPPKAD,
dalam hal Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

d. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan
tugasnya dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau
pembantu bendahara pengeluaran

€. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
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8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) :

a.

Susunan keanggotaan TAPD terdiri dari :

1) Penasehat

2) Ketua

3) Wakil Ketua

4) Sekretaris

S) Anggota

Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

E. STANDARDISASI INDEKS BIAYA
1.

ot

Standardisasi Indeks Biaya merupakan pedoman dalam penyusunan:
DKPBMD Tahun Anggaran 2016;

DPA Perangkat daerah Tahun Anggaran 2016;

RKAP Perangkat daerah Tahun Anggaran 2016;

DPPA Perangkat daerah Tahun Anggaran 2016;

RKPBMD Tahun Anggaran 2017; dan

RKA Perangkat daerah Tahun Anggaran 2017;

tandardisasi Indeks Biaya dilaksanakan berdasarkan asas:

Asas kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan

wajar dan proporsional.

Asas ekonomis, merupakan hasil pendataan barang/ jasa dengan kualitas

dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

c. Asas manfaat, adalah pengelolaan keuangan daerah diutamakan untuk
pemenuhan kebutuhan.

Standardisasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pengeluaran Daerah sedapat mungkin menggunakan harga lebih rendah dari

satuan harga dalam Standardisasi Indeks Biaya untuk jenis dan kualitas

barang/jasa yang sama dengan memperhatikan tingkat harga pasar.

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proses pengadaan

barang/jasa disesuaikan dengan tingkat harga pasar untuk jenis dan kualitas

barang/jasa yang sama.

Rekomendasi Harga

a. Untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan dan anggaran, Kepala
Perangkat daerah dapat mengajukan permohonan rekomendasi harga
kepada Walikota disertai dengan alasan atau penjelasan yang dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung data hasil survei.

b. Permohonan rekomendasi harga dapat dilakukan dalam hal:

1) terdapat indeks biaya tertentu yang belum ditetapkan dalam
Standardisasi Indeks Biaya; atau

2) satuan harga yang ditetapkan dalam Standardisasi Indeks Biaya lebih
rendah dari tingkat harga pasar.

C. pembelian barang/ jasa pada kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak
dapat dimohonkan rekomendasi harga.

d. Kelayakan permohonan rekomendasi harga dikaji oleh Tim yang dibentuk
oleh Walikota yang bertugas melaksanakan kajian dan merumuskan bahan
pertimbangan pemberian rekomendasi harga.

€. Pemberian rekomendasi harga ditetapkan oleh Walikota atau Walikota dapat

mendelegasikan pemberian rekomendasi harga kepada pejabat yang

ditunjuk atas nama Walikota.

P Qo a0 op
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F. STRUKTUR APBD
1. Struktur APBD

a.

APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
1) Pendapatan daerah.

2) Belanja daerah.

3) Pembiayaan daerah.
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b. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan.
c. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.
d. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan daerah dikelompokkan atas :

1) Pendapatan asli daerah.

2) Dana perimbangan.

3) Lain-lain pendapatan yang sah.

b. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang
terdiri atas :

1) Pajak daerah.

2) Retribusi daerah.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

¢. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan
yang terdiri atas :

1) Dana bagi hasil.

2) Dana alokasi umum.

3) Dana alokasi khusus.

d. Kelompok lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan
yang terdiri dari:

1) Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya,
badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat
perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan
korban /kerusakan akibat bencana alam.

3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Kabupaten/Kota

4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh
pemerintah.

S5) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

e. Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) diatas adalah
penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing,
badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa,
rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan
yang tidak perlu dibayar kembali.

3. Belanja Daerah

a.Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan.

b. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
meliputi:
a. tenaga kerja;

G
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b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
J. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
0. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
c. Klasifikasi belanja menurut Urusan Pemerintahan pilihan meliputi :
kelautan dan perikanan;
pariwisata;
pertanian;
kehutanan;
energi dan sumber daya mineral;
perdagangan;
7. perindustrian; dan transmigrasi.
Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan
dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :
. Pelayanan umum.
. Ketertiban dan ketentraman.
. Ekonomi.
. Lingkungan hidup.
. Perumahan dan fasilitas umum.
. Kesehatan.
. Pariwisata dan Budaya.
. Pendidikan.
. Perlindungan sosial.
e. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan
belanja langsung.
f. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
g Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
h. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari

PR b e 10 e
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1) Belanja pegawai.

2) Bunga.
3) Subsidi.
4) Hibah.

5) Bantuan sosial.
6) Belanja bagi hasil.
7) Bantuan keuangan.
8) Belanja tidak terduga.
i. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yeng terdiri dari :
1) Belanja pegawai.
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2) Belanja barang dan jasa.
3) Belanja modal.

4. Surplus/defisit APBD

a. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

b. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan
lebih besar dari anggaran belanja daerah.

c. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan diperkirakan lebih
kecil dari anggaran belanja.

d. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun
anggaran berkenaan.

e. Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dilakukan penundaan atas
penyaluran dana perimbangan.

5. Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan.

b. Penerimaan pembiayaan mencakup:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
2) Pencairan dana cadangan
3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
4) Penerimaan pinjaman daerah
S5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman
6) Penerimaan piutang daerah
c. Pengeluaran pembiayaan mencakup :
1) Pembentukan dana cadangan
2) Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
3) Pembayaran pokok utang
4) Pemberian pinjaman daerah

d. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan
pengeluaran pembiayaan.

€. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SilPA) mencakup
pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan,
pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan
penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga
sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan
lanjutan.

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan

untuk :

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada

realisasi belanja;

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran

belum diselasaikan.

7. DPA/DPPA Lanjutan Perangkat Daerah (DPA/DPPAL Perangkat Daerah/ DPA
SKPKD)

a. Pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA/DPPA Perangkat
Daerah / DPA SKPKD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi
DPA/DPPA lanjutan Perangkat Daerah (DPA/DPPAL Perangkat Daerah /
DPA SKPKD) tahun anggaran berikutnya

L),
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Untuk mengesahkan kembali DPA/DPPA Perangkat Daerah/ DPA SKPKD

menjadi DPA/DPPAL Perangkat Daerah/ DPA SKPKD, Kepala Perangkat

Daerah menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik

dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan

bulan Desember tahun anggaran berjalan.

DPA/DPPAL Perangkat Daerah / DPA SKPKD dapat dijadikan dasar

pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

Pekerjaan yang dapat dilanjutkan memenuhi kriteria

1) Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun
anggaran berkenaan; dan

2) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena
kelalaian pengguna anggaran/ barang atau rekanan

8. Dianggarkan Kembali

A,

B.

Kegiatan yang sudah tercantum dalam APBD termasuk yang bersumber dari

pemerintah Pusat atau Propinsi yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun

anggaran berkenaan dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya dengan criteria :

1. Program kegiatan yang bersifat prioritas, penting, mendesak yang
merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar;

2. Program kegiatan yang sumber dana berasal dari APBD Propinsi dan
APBN yang sudah ditranfer ke kas daerah tetapi belum terlaksana;

3. Prorgam kegiatan yang sumber dana berasal dari APBD Propinsi yang
mengalami gagal lelang; dan

4. Kriteria atau kondisi lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang
berlaku.

Penganggaran kembali program kegiatan diusulkan oleh Pengguna Anggaran

kepada Walikota dan dilakukan kajian oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.

9. Investasi Pemerintah Daerah
Investasi Pemerintah Daerah digunakan untuk mengelola kekayaan Pemerintah
Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

10.Pembayaran Pokok Utang
Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran
kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman
jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

11.Penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan kesehatan
Nasional

a.

Kepala Perangkat Daerah Dinas Kesehatan menyusun dokumen DPA/DPPA
Perangkat Daerah pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA Perangkat
Daerah

Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada
FKTP, Kepala Daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada
masing- masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas
Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pengangkatan
bendahara tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Pertanggungjawaban :

Kepala Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja
yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam laporan
keuangan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan
menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

%
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BAB II
PELAKSANAAN APBD

A. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

1.

Kepala DPPKAD paling lama 3 hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala Perangkat Daerah agar
menyusun rancangan DPA Perangkat Daerah

Kepala Perangkat Daerah menyerahkan rancangan DPA Perangkat Daerah kepada

DPPKAD paling lama 6 hari kerja setelah pemberitahuan.

. TAPD memverifikasi rancangan DPA Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaanya

dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang
beranggotakan unsur Bappeda,unsur DPPKAD, dan unsur Bagian Administrasi

Pembangunan Setda.

. Berdasarkan hasil verifikasi, DPPKAD menyiapkan rancangan persetujuan dan

pengesahan DPA Perangkat Daerah.
DPA Perangkat Daerah yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala Perangkat
Daerah, Inspektorat Daerah, dan BPK paling lama 7 hari kerja sejak disahkan.
DPA Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala
Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dana dari APBD untuk
belanja Alat Tulis Kantor (ATK), alat kebersihan, alat listrik bisa dilaksanakan secara
global, dalam pelaksanaannya disusun Juknis lebih lanjut.
Bagi Perangkat Daerah yang mempunyai Perencanaan Penganggaran Responsif
Gender (PPRG) wajib membuat DPA yang responsif gender.
DPA Perangkat Daerah yang responsif gender dilampiri dengan:

a) Gender Analisys Pathway (GAP)

b)  Gender Budget Statement (GBS)

c) Kerangka Acuan Kerja (KAK)

B. Revisi Rincian Obyek Belanja Dalam DPA Perangkat Daerah

1

Revisi DPA Perangkat Daerah hanya diperbolehkan pada rincian obyek belanja
berkenaan.

Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan untuk melakukan revisi
rincian obyek belanja disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan
tembusan Kepala DPPKAD.

Revisi rincian obyek belanja dapat dilakukan setelah diteliti oleh DPPKAD.

4. Hasil penelitian atas usulan revisi rincian obyek belanja yang telah disetujui

disahkan oleh PPKD.

C. Anggaran Kas

1.

Kepala Perangkat Daerah berdasarkan rancangan DPA Perangkat Daerah menyusun
rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala DPPKAD

selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA Perangkat Daerah.
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Pembahasan rancangan anggaran kas Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan
dengan pembahasan DPA Perangkat Daerah

Kepala DPPKAD berdasarkan anggaran kas Perangkat Daerah menyiapkan
penerbitan SPD guna mengatur ketersediaan dana untuk mendanai pengeluaran
sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA Perangkat Daerah
yang telah disahkan.

Anggaran Kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan
dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan

kegiatan dalam setiap periode.

D. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

{8

Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan
harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Setiap Perangkat Daerah yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan
pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya serta
dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari
penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa
termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada Bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan
barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan

daerah.

E. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

I

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Dasar pengeluaran anggaran belanja tak terduga untuk mendanai tanggap darurat,
penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup,
ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama
1 bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat berdasarkan kebutuhan yang diusulkan
dari Perangkat Daerah berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas
serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah
didanai dari APBD Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pimpinan Perangkat Daerah penerima dana tanggap darurat bertanggung jawab atas
penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan
kepada Walikota.

Tata cara pemberian dan pertanggung jawaban belanja tidak terduga untuk tanggap

darurat ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

/)
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Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, kepada pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola

oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.

F. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

1.

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan

pembiayaan yang digunakan untuk :

a. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada
realisasi belanja

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung

c. Mendanai kewajiban lainya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum
diselesaikan.

d. Melakukan investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA Perangkat Daerah yang

disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPAL Perangkat Daerah tahun anggaran

berikutnya dilampiri laporan akhir realisasi pelaksanan kegiatan fisik dan non fisik

maupun keuangan kepada Kepala DPPKAD paling lambat minggu pertama bulan

Desember tahun anggaran berjalan.

Jumlah anggaran dalam DPA-L Perangkat Daerah dapat disahkan setelah terlebih

dahulu dilakukan pengujian terhadap :

a. Sisa DPA Perangkat Daerah yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum
diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan

b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM dan SP2D

¢. SP2D yang belum diuangkan.

DPA-L Perangkat Daerah yang telah disahkan dapat dijadikan dasar pelaksanaan

penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

G. Investasi

1.

Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal
(investasi) daerah.
Pengurangan, penjualan dan/ atau pengalihan investasi dicatat pada rekening

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

H. Pinjaman Daerah

L.
2.

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah.

Walikota wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban kepada
Gubernur setiap akhir semester tahun anggaran berjalan yang terdiri atas :

a. Jumlah penerimaan pinjaman.

b. Pembayaran pinjaman (pokok dan bunga).

c. Sisa pinjaman.

Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan cicilan pokok utang daerah yang
telah jatuh tempo.

Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau
obligasi daerah yang telah jatuh tempo.

Pembayaran bunga dan denda pinjaman dicatat pada rekening belanja bunga.

6. Pembayaran pokok pinjaman dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh

5
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tempo.

Piutang Daerah

1.

Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat
Jjatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Piutang Daerah seperti Piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah
merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Terhadap piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah perlu dibuatkan aging

schedule.

. Piutang brutto dikurangi dengan penyisihan piutang atau cadangan kerugian piutang

baik untuk pajak daerah maupun retribusi daerah merupakan nilai bersih yang

dapat direalisasikan (Net Realizable Value) harus dicantumkan ke dalam neraca.

Piutang daerah dapat dihapus dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak

atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan

perundang-undangan.

Penghapusan piutang daerah ditetapkan oleh:

a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah).

Penagihan dan penatausahaan piutang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah

yang bersangkutan dengan menyiapkan bukti dan administrasi penagihan setiap

bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Walikota.

Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti

penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

\ )



Format GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)/ Alur Kerja Analisis Gender

Perangkat Daerah

Program
Kegiatan
Tujuan
KOLOM 1 Data Pembuka Sajikan data pembuka wawasan yang terpilah
Wawasan (Data menurut Jenis Kelamin, dapat berupa data
Pilah Gender) kuantitatif maupun kualitatif.
KOLOM 2 Faktor Temu kenali isu gender di proses perencanaan
Kesenjangan/ dengan memperhatikan apakah ada
Permasalahan hubungannya dengan tidak terakomodasinya 4
faktor akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat)
atau salah satu dari faktor2 tsb bagi sebagian
" target sasaran yang berbeda jenis kelamin.
€3]
KOLOM 3 g Sebab Temu kenali isu gender di internal lembaga
CBDJ Kesenjangan dan/atau budaya organisasi yang dapat
5 Internal (di menyebabkan erjadinya isu gender
2 Perangkat
Daerah)
KOLOM 4 Sebab Temukenali isu gender di eksternal lembaga (di
Kesenjangan luar unit kerja; disektor lain, di masyarakat
Eksternal
KOLOM 5 | Tujuan Responsif Rumuskan kembali yang menjadi tujuan
Gender (seperti tercatat di tujuan program dan
kegiatan) agar menjadi responsif gender.
KOLOM 6 | Rencana Aksi * Berdasarkan atas isu yang teridentifkasi di
kolom 3,4 dan 5, susun rencana aksi /
kegiatan yang responsif gender
* Rencana aksi itu bisa single year, bisa juga
multiyears
KOLOM 7 Output Tetapkan baseline. Bisa dipilih dari kolom i i
yang relevant dengan tujuan serta apa yang
mau diukur sebagai keberhasilan.
KOLOM 8 Outcome Tetapkan indikator gender, yang sifatnya.

Pengukuran Hasil

* Menghilangkan / menururunkan kesenjangan

* Merubah prilaku (termasuk dalam
merencanakan program kegiatan) yang bias
gender

* Merubah nilai yang responsif gender

Pengguna Anggaran

( Nama Jelas )
NIP. " i

J
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Contoh GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)/ Alur Kerja Analisis Gender

Perangkat
Daerah

Program
Kegiatan

Tujuan

: Dinas Kesehatan

: Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
: Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah

Dengue (DBD)

: Menurunkan angka kematian penderita DBD

KOLOM 1

Data Pembuka Wawasan
(Data Pilah Gender)

Meningkatnya Kejadian Luar Biasa DBD di

berbagai wilayah menyebabkan tingginya angka

kesakitan dan kematian penduduk akibat DBD.

Pola distribusi penderita DBD mengindikasikan

adanya persoalan gender seperti terlihat dari

data berikut:

e Angka kesakitan pada laki-laki (54/100.000
penduduk) lebih  tinggi dibandingpada
perempuan (35/100.00 penduduk).

Angka kesakitan DBD per kelompok umur

sbb :

- Umur < 1 tahun laki-laki

perempuan 38%
- Umur 1-4 tahun
perempuan 412%
- Umur 5-14 tahun
perempuan 43%
= “Umur. " 915 talin
perempuan 34%
Ada penelitian imunologi yang menunjukkan
bahwa sistem kekebalan tubuh lelaki lebih
rentan terhadap DBD dibandingkan perempuan.
Walaupun demikian, lebih tingginya angka
kematian DBD pada perempuan dibandingkan
lelaki mengindikasikan adanya faktor sosial
yang turut berperan. Perlu penelitian lebih
lanjut tentang pemahaman umum berkaitan
dengan DBD, cara jangkitnya serta cara
pandang di masyarakat terkait dengan
penanganan terhadaplelaki dan perempuan jika
terkena penyakit DBD.

62%,

laki-laki 58%,

laki-laki 57 %,

laki-laki 66%,

Di banyak tempat, terjadi kesulitan
mendapatkan Tenaga Jumantik (Juru Pemantai
Jentik) laki-laki karena persepsi bahwa kader
kesehatan berasal dari PKK yang umumnya
adalah perempuan yang melakukan tugas secara
sukarela (tanpa bayaran).

KOLOM 2

KOLOM 3

KOLOM 4

Faktor
Kesenjangan/
Permasalahan

* Angka kematian DBD pada perempuan lebih
tinggi dibanding laki-laki (berikan angkanya)

Sebab
Kesenjangan
Internal (di
Perangkat
Daerah)

ISU
GENDER

Di banyak tempat, terjadi kesulitan
mendapatkan Tenaga Jumantik (Juru Pemantai
Jentik) laki-laki karena persepsi bahwa kader
kesehatan berasal dari PKK yang umumnya
adalah perempuan yang melakukan tugas secara
ukarela (tanpa bayaran).

Sebab
Kesenjangan

Ada penelitian imunologi yang menunjukkan
bahwa sistem kekebalan tubuh lelaki lebih
rentan terhadap DBD dibandingkan perempuan.

R
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Eksternal

Walaupun demikian, lebih tingginya angka
kematian DBD pada perempuan dibandingkan
lelaki mengindikasikan adanya faktor sosial
yang turut berperan. Perlu penelitian lebih
lanjut tentang pemahaman umum berkaitan
dengan DBD, cara jangkitnya serta cara
pandang di masyarakat terkait dengan
penanganan terhadap lelaki dan perempuan jika
terkena penyakit DBD.

KOLOM 5 Tujuan Responsif Gender Menurunkan angka kematian perempuan
karena DBD
KOLOM 6 Rencana Aksi 1. Penyediaan Tenaga Jumantik (Pelatihan
Tenaga Penyuluh )
2. Penyediaan Media Penyuluhan
3. Penyediaan layanan kesehatan
4. Jamkesmas (Jaminan Kesehatan
Masyarakat) bagi Keluarga Miskin
KOLOM 7 Output 1. Tersedianya Tenaga Jumantik laki-laki dan
perempuan di kelurahan
2. Tersedianya media penyuluhan
3. Penyediaan layanan kesehatan
4. Tersedianya anggaran Jamkesmas bagi
Keluarga miskin
KOLOM 8 Outcome Menurunnya angka kesakitan, baik penderita

Pengukuran Hasil

perempuan dan laki-laki, menajdi < 20/100.000
penduduk;

Menurunnya Cash Fatality Rate, baik penderita
perempuan dan penderita laki-laki, menjadi <
1%;

(dapat mengambil outcome pada tingkat kegiatan
atau program)

Pengguna Anggaran

( Nama Jelas )
NIB sieidenen

\E\l
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Format GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)/ Pernyataan Anggaran Gender

Nama Perangkat Daerah

Unit Organisasi

Program Nama program yang ada pada Perangkat
Daerah
Kegiatan Nama Kegiatan sebagai penjabaran

program

Sub-kegiatan

Nama sub-kegiatan sebagai penjabaran
lebih lanjut dari program /kegiatan

Analisa Situasi

(diharapkan tersedia angka
kelompok sasaran baik laki-
laki maupun perempuan.
Jika tidak hanya berupa
gambaran bahwa
subkegiatan yang akan
dilaksanakan mempunyai
pengaruh kepada kelompok
sasaran)

Uraian yang menggambarkan keterkaitan
kegiatan sebagai bagian dari pemecahan
masalah atas persoalan kependudukan,
terutama fokus pada problem
kesenjangan gender

Perencanaan Kegiatan

(Dipilih hanya pada Grup
Akun yang secara langsung
mengubah kondisi
kesenjangan gender)

Grup Akun 1

Berisikan aktiviti/ bagian/tahapan
kegiatan yang merupakan upaya
perwujudan kesetaraan gender
sebagaimana diidentifikasi dalam analisa
situasi.

Indikator input

Minimal berisikan 1 indikator input bagi
aktiviti yang relevan dengan aspek
gender yang telah diidentifikasi

Indikator Minimal berisikan 1 sub-indikator output

Output bagi aktiviti yang relevan dengan aspek
gender yang telah diidentifikasi

DSt.L.

Anggaran Sub- kegiatan

Jumlah anggaran yang dialokasikan
pada subkegiatan yang spesifik terkait
aspek gender

Indiaktor Hasil/ Dampak

2-3 indikator yang relevan dengan aspek
gender yang telah diidentifikasi

Pengguna Anggaran

( Nama Jelas )
L

&




Contoh GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)/ Pernyataan Anggaran Gender

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Sub-kegiatan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Analisis Situasi Meningkatnya Kejadian Luar Biasa DBD di
berbagai wilayah menyebabkan tingginya
angka kesakitan dan kematian penduduk
akibat DBD. Pola distribusi penderita DBD
mengindikasikan adanya persoalan gender
seperti terlihat dari data berikut:

e Angka kesakitan pada laki-laki
(54/100.000 penduduk) lebih tinggi
dibandingpada perempuan (35 /100.00
penduduk).

Angka kesakitan DBD per kelompok umur
sbb :

- Umur < 1 tahun : laki-laki 62%,
perempuan 38%
- Umur 1-4 tahun : laki-laki 58%,
perempuan 412%
- Umur 5-14 tahun : laki-laki 57 %,
perempuan 43%
- Umur . 15 tahun : laki-laki 66%,
perempuan 34%
* Angka kematian DBD pada perempuan
lebih tinggi dibanding laki-laki (berikan
angkanya)

Ada penelitian imunologi yang menunjukkan
bahwa sistem kekebalan tubuh lelaki lebih
rentan terhadap DBD dibandingkan
perempuan. Walaupun demikian, lebih
tingginya angka kematian DBD pada
perempuan dibandingkan lelaki
mengindikasikan adanya faktor sosial yang
turut berperan. Perlu penelitian lebih lanjut
tentang pemahaman umum berkaitan
dengan DBD, cara jangkitnya serta cara
pandang di masyarakat terkait dengan
penanganan terhadaplelaki dan perempuan
Jjika terkena penyakit DBD.

Di  banyak tempat, terjadi kesulitan
mendapatkan Tenaga Jumantik (Juru
Pemantai Jentik) laki-laki karena persepsi
bahwa kader kesehatan berasal dari PKK
yang umumnya adalah perempuan yang
melakukan tugas secara sukarela (tanpa

20
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bayaran).

Kegiatan yang
direncanakan

Pencegahan dan Penanggulangan Faktor
Resiko (harus disusun berdasarhasil
penelitian  tentang  pemahaman  umum
berkaitan dengan DBD, dan cara penanganan
yang berspektif gender)

Grup Akun 1

Penyediaan Tenaga Jumantik (pastikan
bahwa petugas terdiri dari perempuan dan
laki-laki, serta melibatkan diskusi dengan
target pemanfaat perempuan dan laki-laki)

Indikator Input 1

Tersedianya Tenaga Jumantik laki-laki dan
perempuan di kelurahan

Indiakor Output 1

Lebih dari 95% wilayah bebas jentik nyamuk

Grup Akun 2

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi

Pelatihan  Tenaga  Penyuluh (libatkan
penyuluh perempuan dan laki-laki, serta
pastikan  anggota  masyarakat/ keluarga
terlibat dalam pelatihan)

Penyediaan Media Penyuluhan (agar efektif,
pastikan bahwa media penyuluhanyang
berbeda diberikan pada kelompok sasaran
yang memerlukan media dan informasi yang
berbedal).

Indikator Input 2

Tersedianya tenaga penyuluh kesehatan laki-
laki dan perempuan

Tersedianya  media penyuluhan  yang
sesuaiuntuk masing-masing kelompok
sasaran

Indikator Output 2

Pelaksanaan penyuluhan yang efektif kepada
kelompok sasaran yang relevan (dewasa &
anak sekolah, perempuan & laki-laki, miskin
& kaya)

Anggaran sub-

Rp. 1.000.000.000,- (contoh)

kegiatan
Menurunnya angka kesakitan, baik penderita
perempuan dan laki-laki, menjadi <
R 20/100.000 penduduk;
ndikator
Outcomli hasil Menurunnya Cash Fatality Rate, baik
(dampak/hasi

penderita perempuan dan penderita laki-laki,
menjadi < 1%;

(dapat mengambil outcome pada tingkat
kegiatan atau program)

Pengguna Anggaran

21
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( Nama Jelas )
NIB. o vssns

Format KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERM OF REFERENCE (TOR)
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

A. FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA

ii;

L0 IR DN Dt D

LATAR BELAKANG

MAKSUD DAN TUJ UAN

TATA PENYELENGGARAAN

LINGKUP KEGIATAN

KELUARAN

TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENUTUP

B. POKOK ISI KERANGKA ACUAN KERJA

it

LATAR BELAKANG

Bagian ini menjelaskan tentang mengapa (why) kegiatan dilaksanakan

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian ini menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh kegiatan tersebut. Maksud
adalah hal yang ingin dicapai, sedangkan tujuan adalah hal-hal taktis yang

" dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut

TATA PENYELENGGARAAN

Tata penyelenggaraan memuat bagaimana (how) kegiatan tersebut dilakukan
LINGKUP KEGIATAN

Bagian ini menguraikan daftar kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari
program dan kegiatan itu sendiri

KELUARAN

TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN

Tempat akan dilaksanakannya kegiatan dan jadwal berupa time tabel yang
merupakan sasaran waktu kegiatan hingga selesai.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Bagian ini menjelaskan perhitungan biaya dari seluruh kegiatan yang telah
diuraikan sebelumnya.

PENUTUP
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BAB III
PERUBAHAN APBD

A. Dasar Perubahan APBD

1

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan.

d. keadaan darurat; dan

e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali

dalam keadaan luar biasa.

B. Pergeseran Anggaran

1"

Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan untuk melakukan pergeseran anggaran
disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Daerah;
Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan
atas persetujuan PPKD;

Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan jenis antar belanja dapat
dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD dengan persetujuan
DPRD;

Pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD ditetapkan.

A
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BAB IV
PENGELOLAAN KAS

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
15

PPKD selaku BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran kas daerah. Untuk kelancaran transaksi keuangan atas penerimaan
dan pengeluaran kas daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD) pada bank yang ditunjuk oleh Walikota;

Setiap awal tahun PPKD selaku Bendahara Umum Daerah menginformasikan
nomor Rekening Kas Umum Daerah kepada Kementerian Keuangan RI di
Jakarta dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah Cq. Biro Keuangan Setda
Provinsi Jawa Tengah;

Semua penerimaan RKUD dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) atau
dokumen lain yang dipersamakan;

Semua pengeluaran kas daerah yang membebani APBD dengan menggunakan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen lain yang dipersamakan;
Semua transaksi baik penerimaan rekening kas umum daerah maupun
pengeluaran kas daerah dibukukan setiap hari oleh Bendahara Umum Daerah
(BUD) dalam bentuk Buku Kas Harian dengan menggunakan B IX;

Setiap bulan BUD melakukan rekonsiliasi posisi kas daerah dengan Bank
Penyimpan Kas Daerah;

Pengembangan keuangan daerah dilakukan dengan memperhatikan
ketersediaan uang daerah melalui pertimbangan tim;

Posisi kas daerah dikelola melalui program Cash Management (CM) secara online
dengan Bank Penyimpan Kas Daerah untuk mendapatkan informasi saldo kas

daerah.

B. Pengelolaan Kas non Anggaran

I

Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas
yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
Pemerintah Daerah;

Penerimaan Kas seperti potongan taspen, potongan askes, potongan PPh,
potongan PPN, potongan perumahan, penerimaan titipan uang muka,
penerimaan uang jaminan dan penerimaan lainnya yang sejenis diberlakukan
sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga;

Pengeluaran kas seperti penyetoran taspen, penyetoran askes, penyetoran PPh,
penyetoran PPN, penyetoran perumahan, pengembalian titipan uang muka,
pengembalian uang jaminan dan penerimaan lainnya yang sejenis diberlakukan
sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga;

Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas disajikan dalam Laporan Arus

Kas Aktivitas non anggaran sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
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BAB V
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

A. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA /WAKIL WALIKOTA

(PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUDA)

SEKRETARIS DAERAH

(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)
l

A

y

PENGGUNA PPKD Selaku BUD
ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA DPPKAD)
BENDAHARA/
el o 55 o i i o S e S A » | KUASA BUD
RENDAHARA
PPKom < PPK Perangkat Daerah

1.  Untuk melaksanakan APBD, Walikota menetapkan :

a.

b.

c:
d.
e:
t

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPJ;
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a.
b.

C.

Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

Mengesahkan DPA Perangkat Daerah /DPPA Perangkat Daerah;

Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas
daerah;

Melaksanakan pungutan pajak daerah;

Menetapkan SPD;

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah;

Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

Menyajikan informasi keuangan daerah;

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik

daerah.

A
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DOKUMEN PENATAUSAHAAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) :
1. Regester SP2D;
2. Buku kas harian (penerimaan dan pengeluaran) kas daerah;
3. Kuasa BUD mempunyai tugas:
b. Menyiapkan anggaran kas;
c. Menyiapkan SP2D;
d. Menerbitkan SP2D;

Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

=h il

Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau
lembaga keuangan lainya yang ditunjuk;
g Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
h. Menyimpan uang daerah;
i. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
daerah;
j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas
beban rekening kas umum daerah;
k. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
1. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
m. Melakukan penagihan piutang daerah;
n. Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
4. Dalam hal kuasa BUD berhalangan lebih dari satu hari maka penandatangan SP2D
dilaksanakan oleh BUD.
5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD.
6. Dalam hal BUD dan kuasa BUD berhalangan lebih dari dua hari Walikota menunjuk
penjabat kuasa BUD.
7. Penunjukan Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B: STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
(KEPALA PERANGKAT DAERAH)

e
KUASA KUASA KUASA BENDAHARA
PENGGUNA PENGGUNA PENGGUNA PENERIMAAN /
ANGGARAN ANGGARAN i paiis PENGELUARAN
(Kabid - n 1) (Kabid - n) (Sekretaris) i

v L 4 A 4

L PPTK ] [ Jalur } [ PPK Perangkat] [ PEMBANTU

Pendelegasian Disgosty BENDAHARA

J

M
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1. Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Untuk membantu pelaksanaan APBD, Kepala Perangkat Daerah menetapkan :
a. Pejabat lainnya disesuaikan dengan kebutuhan;
b. Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran
Perangkat Daerah nya;
3. Pejabat lainnya mencakup :
a. PPK Perangkat Daerah yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tatausaha
keuangan pada Perangkat Daerah;
b. PPTK/PPKom yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari satu program sesuai dengan bidang.
c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan
pendapatan daerah;
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti penerimaan kas dan
bukti penerimaan lainnya yang sah;
e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
4. Penetapan pejabat dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan.
5. Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara;
6. Pembantu bendahara penerimaan melaksanakan fungsi sebagai kasir dan/atau
pembuat dokumen penerimaan;
7. Pembantu bendahara pengeluaran melaksanakan fungsi kasir, pembuat dokumen dan

pengurusan gaji.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.
1. Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran bertugas :
Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.

b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan
dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.

d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang
bersangkutan.

e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBD.

f. Menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat
bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. PPTK mempunyai tugas :

a. Melaksanakan dan Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

3. PPK Perangkat Daerah mempunyai tugas :

a. Menyiapkan SPM.

b. Memverifikasi SPJ.

c. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan.

4. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan kewenangan :
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Melaksanakan administrasi belanja Perangkat Daerah sesuai aturan
perbendaharaan yang berlaku.

Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah
pembayaran.

Menguji ketersediaan dana sesuai jenis pengeluaran /kode rekening dalam APBD.
Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi.
Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang

dilaksanakannya.

5. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas :

a.

Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran
atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Penatusahaan atas penerimaan menggunakan buku kas umum, buku pembantu
per rincian objek penerimaan, dan buku rekapitulasi penerimaan.

Bendahara Penerimaan dalam melakukan Penatusahaan menggunakan surat
ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda setoran, surat tanda
bukti pembayaran, dan bukti penerimaan lainnya yang sah.
Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang
menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK
Perangkat Daerah.

Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban

penerimaan kepada PPKD selaku BUD.

6. Pembantu Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas membantu Bendahara Pengeluaran

dalam hal :

a.

Membuat dokumen pengelolaan keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang
berlaku.
Mencatat pembukuan atas pengeluaran/belanja Perangkat Daerah.

Pengelolaan gaji pegawai.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

1. Organisasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari :

a.

o

® a o

=

Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Bendahara Pengeluaran Pembantu bisa ditunjuk apabila Pengguna Anggaran
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan

/%
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2. Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Pembantu Bendahara disesuaikan dengan

kondisi masing-masing dengan mempertimbangkan efektif dan efisiensi anggaran

BENDAHARA

( PPKD Selaku BUD ' [PENGGUNA ANGGARAﬂ

1 1
BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN
1. T STS 1. SPP-UP/GU/TU/LS
2. RPH 2. BUKU-BUKU
3. ISP~ PP 3. SPJ-BELANJA

E. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
1. BENDAHARA PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH
a. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

1)

2)

3)

4)

o)

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dan/atau Surat Ketetapan
Retribusi (SKR), bendahara penerimaan Perangkat Daerah menerima
pembayaran sejumlah uang yang tertera pada dokumen tersebut.

Bendahara penerimaan Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk
melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang
telah ditetapkan.

Bendahara penerimaan Perangkat Daerah kemudian membuat surat tanda
bukti pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada WP/WR.

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan Perangkat
Daerah harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari
kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS).
Pendapatan laporan realisasi anggaran di Perangkat Daerah diakui pada saat
diterima oleh Bendahara penerimaan dan telah disetorkan ke rekening umum
kas darerah pada hari kerja yang ditentukan. Dalam hal disetor pada hari
sabtu diluar hari libur nasional, maka diakui sebagai pendapatan pada hari

sabtu dan BUD mencatat pada hari kerja berikutnya.

b. PEMBUKUAN PENERIMAAN PENDAPATAN

1)

2)

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan menggunakan Buku
Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan.

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan menggunakan
dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain :

a) Surat Tanda Bukti Pembayaran;

b) Nota Kredit;
7
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c) Bukti Penerimaan yang sah; dan

d) Surat Tanda Setoran.

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan didokumentasikan dalam

register STS.

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur :

a) Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai.

(1)

()

(3)

()

(6)

(7)

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat Bendahara
Penerimaan menerima pembayaran tunai dari wajib pajak/ wajib
retribusi.

Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan

dilakukan ketika cek tersebut dituangkan bukan pada saat cek

tersebut diterima.

Selanjutnya pencatatan dilakukan pada saat Bendahara Penerimaan

menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening Kas Umum

Daerah.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran

Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat

penyetoran.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai, sebagai

berikut :

(a) Berdasarkan bukti penerimaan/bukti lain yang sah, Bendahara
Penerimaan mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada
bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti,
selanjutnya mengisi kolom cara pembayaran dengan pembayaran
tunai.

(b) Bendahara Penerimaan mengidentifkasikan jenis dan kode
rekening pendapatan, lalu mengisi kolom kode rekening.

(c) Mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran sebagai berikut :
(a) Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran
pendapatan yang diterimanya ke rekening Kas Umum Daerah.

(b) Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah
pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan
pada bagian penyetoran kolom tanggal, No. STS, dan jumlah
penyetoran.

Bendahara Penerimaan mengisi register STS.

b) Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening bendahara

penerimaan.

(1)

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran
Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat
penyetoran.

Langkah-langkah dalam pembukuan penerimaan yang diterima di
rekening bank Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut :

(a) Bendahara Penerimaan menerima pemberitahuan dari bank

mengenai adanya penerimaan di rekening bendahara penerimaan.

5
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(b) Berdasarkan info tersebut dan info pembayaran dari WP/WR (bisa
berupa slip setoran atau bukti lain yang sah), bendahara
penerimaan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas penerimaan
tersebut.

(c) Bendahara penerimaan mencatat penerimaan di Buku Penerimaan
dan Penyetoran pada bagian penerimaan kolom nomor bukti,
kolom tanggal, dan kolom cara pembayaran diisi dengan
pembayaran melalui rekening Bendahara Penerimaan.

(d) Bendahara Penerimaan mengisi kolom kode rekening sesuai
dengan jenis pendapatan yang diterima dan mengisi kolom jumlah
sesuai dengan jumlah penerimaan yang didapat.

(3) Langkah-langkah dalam membukukan penyetoran ke rekening Kas
Umum Daerah atas penerimaan pendapatan melalui rekening bank
Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut :

(a) Bendahara Penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran
pendapatan yang diterimanya dengan cara transfer melalui
rekening bank Bendahara Penerimaan ke rekening Kas Umum
Daerah.

(b) Bendahara Penerimaan mencatat penyetoran ke Kas Umum
Daerah pada Buku Penerimaan dan Penyetoran bendahara
penerimaan pada bagian penyetoran pada kolom tanggal, No. STS,
dan jumlah penyetoran.

(4) Bendahara penerimaan mengisi Register STS.

c) Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening kas umum
daerah..

(1) Wajib Pajak/Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran secara
langsung melalui rekening Kas Umum Daerah.

(2) Pencatatan dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi
BUD mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening Kas
Umum Daerah.

(3) Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran
Bendahara Penerimaan.

(4) Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima
langsung di rekening bank Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut :
(a) Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah

dari WP/WR atas pembayaran yang mereka lakukan ke Kas Umum
Daerah.

(b) Berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan
mencatat penerimaan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran pada
bagian penerimaan.

(c) Berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan
juga mencatat penyetoran pada Buku Penerimaan dan Penyetoran

pada bagian Penyetoran.

c. TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH dan RETRIBUSI DAERAH
/‘i
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3)
4)

6)

7)

8)

10)

11)

12)
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Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang selanjutnya

disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai

penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

Pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana pungut Pajak dan Retribusi

Insentif dibayarkan kepada :

a) Pejabat dan pengawas Instansi pelaksana Pungut Pajak dan Retribusi
sesuai tanggung jawab masing- masing.

b) Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan
Keuangan Daerah.

c) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

d) Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kelurahan dan
Kecamatan, Lurah dan Camat, dan Tenaga Lainnya yang ditugaskan oleh
Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

e) Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pungut Pajak dan Retribusi.

f) Pemberian Insentif kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai
remunerasi.

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan Insentif

apabila mencapai kinerja tertentu, yang dijabarkan secara tri wulan yaitu :

a) Sampai dengan triwulan I sebesar 15%

b) Sampai dengan triwulan II sebesar 40%

c) Sampai dengan triwulan III sebesar 75%

d) Sampai dengan triwulan IV sebesar 100%

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di

maksudkan untuk meningkatkan:

a) Kinerja Instansi.

b) Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi.

c) Pendapatan Daerah.

d) Pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian insentif pemungutan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan

berikutnya sesuai pencapaian kinerja.

Insentif pemungutan bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya Insentif pungutan pajak dan retribusi ditetapkan paling tinggi 5%

dari rencana penerimaan.

Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain ditetapkan paling tinggi

sebesar 10% dari 5%.

Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan

dengan Keputusan Walikota.

Penganggaran Insentif pungutan pajak dan retribusi melalui APBD di

kelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan

Jjenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pungutan.

/A
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13) Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran
telah tercapai, pembayaran Insentif belum dapat dilaksanakan pada tahun
anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran
berikutnya.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan peraturan tersendiri.



Format Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan.

Perangkat Daerah

PEMERINTAH KOTA..........cvorinmmmsenien
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
BENDAHARA PENERIMAAN

34

PERIODE " -~ 7 ki duivess st s s s toma o,
No Penerimaan Penyetoran Ket
Tgl. No. Cara Kode | Uraian | Jml. | Tgl. No. | Jml.
Bukti | Pembayaran | Rek. STS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1)

Jumlah Penerimaan

Jumlah yang disetorkan

Terdiri atas :

a. Tunai SebeSar i it et vees

b. Bank sebesar .....c.co.cvveeeeeeeninnns

c. Lainnya

Pengguna Anggaran

Mengetahui / Menyetujui

Bendahara Penerimaan

( Nama Jelas ) ( Nama Jelas )
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Cara Pengisian :

i1

L

Judul diisi dengan nama KOTA, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan periode.
Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan.

Kolom 3 diisi dengan nomor bukti pembayaran.

Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran : melalui kas bendahara penerimaan, bank, atau
melalui kas umum daerah.

Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatn asli daerah.

Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan sesuai kode rekening.

Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan asli daerah.

Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran.

. Kolom 9 diisi dengan nomor STS.

. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor.

. Kolom 11 diisi dengan keterangan, jika diperlukan.

. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan selama 1 bulan.

. Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan selama 1 bulan.

Saldo kas di bendahara penerimaan diisi dengan sisa kas yang masih dipegang oleh

bendahara penerimaan baik dalam bentuk kas tunai, simpanan di bank, ataupun lainnya.

. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan pengguna anggaran

disertai nama jelas.



Format Register STS .

PEMERINTAH KOTA..................
REGISTER STS
Perangkat Daerah.......c.cco.cccvevnernans

TAHUN ANGGARAN
Bendahara Penerimaan : ............ccccoeeveeeeevevnnnnnnnn,
No. No. STS Tanggal | Kode Rekening | Uraian Jumlah | Penyetor Ket.
1 2 3 -+ 5 6 7 8
............ 5| LR
Mengetahui / Menyetujui
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
( Nama Jelas ) ( Nama Jelas )
NIP. NIP.

Cara Pengisian :
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1. Judul diisi dengan nama KOTA, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, tahun

anggaran, dan nama bendahara penerimaan
Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 diisi dengan nomor STS.

Kolom 3 diisi dengan tanggal STS.

B ST o

Dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan.
Kolom 5 diisi dengan uraian pendapatan.
Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan.

Kolom 7 diisi dengan nama penyetor.

© © N o

Kolom 8 diisi dengan keterangan, jika diperlukan.

Kolom 4 diisi kode rekening pendapatan yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran

disertai nama jelas.
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d. PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA

1) Pertanggung jawaban Administratif

a)

c)

d)

e)

Bendahara penerimaan Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif

kepada PA melalui PPK Perangkat Daerah paling lambat pada tanggal 10,

bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan merupakan

penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan pembantu dan memuat

informasi tentang rekapitulasi penerimaan penyetoran dan saldo kas yang ada

di bendahara.

LPJ tersebut dilampiri dengan:

(1) Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan
berkenaan.

(2) Register STS.

(3) Bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

(4) Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban

bendahara penerimaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

(1) Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh
bendahara penerimaan pembantu paling lambat tanggal 5, bulan
berikutnya.

(2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara
penerimaan pembantu.

(3) Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses
pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang
merupakan gabungan dengan laporan pertanggungjawaban Bendahara
Pembantu.

(4) Bendahara Penerimaan memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada
PA/KPA melalui PPK Perangkat Daerah.

(5) PPK Perangkat Daerah melakukan verifikasi kebenaran terhadap LPJ
tersebut.

(6) Apabila disetujui, maka PA akan menandatangani LPJ (administratif)
sebagai bentuk pengesahan.

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran

disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

S
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Format LPJ (administratif)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF/FUNGSIONAL
BENDAHARA PENERIMAAN

Perangkat Daerah

PERIODE
A. Penerimaan Rp.
1.  Tunai melalui bendahara penerimaan Rp.
2. Tunai melalui bendahara pembantu Rp.
3.Melalui ke rekening bendahara penerimaan Rp.
4. Melalui Rekening Kas Umum Daerah Rp.
B. Jumlah Penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) Rp.
C. Jumlah Penyetoran Rp.
D. Saldo Kas di Bendahara Rp.
1. Bendahara Penerimaan Rp.
2. Bendahara Penerimaan Pembantu Rp.
3. Bendahara Penerimaan Pembantu Rp.
4. dan seterusnya Rp.

............ , tanggal...............
Menyetujui
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama jelas) (nama jelas)
NIP NIP.
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PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL

a) Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah juga menyampaikan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD paling lambat pada
tanggal 10 bulan berikutnya, menggunakan format yang sama dengan
pertanggungjawaban administratif.

b)  LPJ fungsional ini dilampiri dengan :

(1) Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir
bulan berkenaan

(2) Register STS

(3) Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu.

c) Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban
bendahara penerimaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

(1) Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat
oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya.

(2) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara
penerima pembantu.

(3) Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban
bendahara penerimaan pembantu yang telah diverifikasi dalam
proses pembuatan LPJ Bendahara penerima yang merupakan
gabungan dengan LPJ bendahara pembantu.

(4) Bendahara dapat menyempurnakan Laporan apabila terdapat
masukan dari PPK Perangkat Daerah ketika melakukan verifikasi
atas pertanggungjawaban administratif.

(5) Bendahara penerimaan menyerahkan 1 (satu) lembur LPJ kepada
PPKD sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

(6) PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan.

d) Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran
disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

REKONSILIASI PENERIMAAN

BUD/ Kuasa BUD bersama dengan bendahara Penerimaan Perangkat Daerah

melakukan rekonsiliasi penerimaan setiap bulan dan hasil rekonsiliasi
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